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 Abstract 

 The basis of Pancasila justice is found in points 2 and 5, which reads the second principle of just and civilized 
humanity and the fourth principle of justice for all Indonesian people. Fair and civilized human values, that 
awareness of attitudes and behaviors that are in accordance with moral values in living together on the basis 
of the demands of conscience by treating things as they should. Humans need to be treated according to their 
dignity and dignity, as God's creatures who are equal and have the same rights and human obligations. 
Based on this value, there is absolutely recognition of human rights. The value of social justice for all 
Indonesians implies both the basis and the goal, namely the achievement of a just and prosperous Indonesian 
society both physically and mentally. Based on this value, justice is a very basic value that is expected by all 
nations. The expected Indonesian state is an Indonesian state that is just. Justice is described fundamentally 
by Aristotle, namely to know about justice and injustice, three main things must be discussed, namely what 
actions are associated with the term, what justice means, and between the two extreme points whether justice 
lies. 
Keywords: Justice, Pancasila, Aristotle's Theory. 
 

 Abstrak 
 

 Dasar keadilan Pancasila terdapat pada butiran 2 dan 5 dimana yang berbunyi sila kedua 
kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila keempat keadilan bagi seluruh rakyat indonesia. 
Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai 
dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan 
memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Manusia perlu diperlakukan sesuai dengan 
harkat dan martabatnya, sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya dan sama hak dan 
kewajiban asasinya. Berdasarkan nilai ini, secara mutlak ada pengakuan terhadap hak asasi 
manusia. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna sebagai dasar 
sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah 
maupun batiniah. Berdasar pada nilai ini, keadilan adalah nilai yang amat mendasar yang 
diharapkan oleh seluruh bangsa. Negara Indonesia yang diharapkan adalah negara Indonesia 
yang berkeadilan. Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles yakni untuk mengetahui 
tentang keadilan dan ketidak adilan harus dibahas tiga hal utama yaitu tindakan apa yang terkait 
dengan istilah tersebut, apa arti keadilan, dan diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu 
terletak. 
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1. Pendahuluan  

Hakikat Pancasila Kedudukan dan fungsi Pancasila bilamana dikaji 

secara ilmiah memliki pengertian pengertian yang luas, baik dalam 

kedudukannya sebagai dasar Negara, sebagai pandangan hidup bangsa, 

sebagai ideologi bangsa dan Negara, sabagai kepribadian bangsa bahkan 

dalam proses terjadinya terdapat berbagai macam terminologi yang harus 

didesktipsikan secara objektif. Selain itu, pancasila secara kedudukan dan 

fungsinya juga harus dipahami secara kronologis.  

Pengertian Pancasila secara Historis Proses perumusan Pancasila 

diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama dr. Radjiman 

Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas 

pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon 

rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah 

pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, 

Soepomo dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam siding tersebut 

Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan 

dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama “Pancasila” 

yang artinya lima dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah 

seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan 

namanya. 

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan 

kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 

disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 

di mana didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip atau lima prinsip 

sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah 

perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah 

umum. Walaupun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat 

istilah “Pancasila”, namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik 
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Indonesia adalah disebut dengan istilah “Pancasila”. Hal ini didasarkan 

atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon 

rumusan dasar negara, yang secara spontan diterima oleh peserta sidang 

secara bulat. 

Pengertian Pancasila secara Terminologis Proklamasi 

kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara 

Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara 

sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka panitia Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. 

Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan 

UUD negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun 

UUD 1945 terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-

pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan Aturan Peralihan yang terdiri 

atas 4 pasal dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat. 

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan 

UUD 1945 inilah yang secara konstisional sah dan benar sebagai dasar 

negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili 

seluruh rakyat Indonesia. Dasar keadilan Pancasila terdapat pada butiran 2 

dan 5 dimana yang berbunyi sila kedua kemanusiaan yang adil dan 

beradab dan sila keempat keadilan bagi seluruh rakyat indonesia. Nilai 

kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa kesadaran sikap dan perilaku 

yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar 

tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana 

mestinya. Berdasarkan nilai ini, secara mutlak ada pengakuan terhadap hak 

asasi manusia.  

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung 

makna sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat 

Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. 

Berdasar pada nilai ini, keadilan adalah nilai yang amat mendasar yang 
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diharapkan oleh seluruh bangsa. Negara Indonesia yang diharapkan 

adalah negara Indonesia yang berkeadilan. 

Evolusi filsafat hukum, yang melekat dalam evolusi filsafat secara 

keseluruhan, berputar di sekitar problema tertentu yang muncul berulang-

ulang. Di antara problema ini, yang paling sering menjadi diskursus adalah 

tentang persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini 

dikarenakan hukum atau aturan perundangan harusnya adil, tapi nyatanya 

seringkali tidak. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai 

keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum.Upaya untuk mewujudkan 

keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang 

memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh 

kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik 

untuk mengaktualisasikannya.1  

Orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan 

umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika begitu, orang 

dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain 

dari pandangan ini. Dalam penulisan jurnal ini penulis ingin mengkaji 

keadilan Pancasila dalam persepektif teori keadilan menurut Aristoteles. 

 

2. Metode Penelitian 

a. Pendekatan Masalah 

Dalam membahas permasalahan ini penulis menggunakan pendekatan 

secara normatif yaitu mengunakan buku serta  Pancasila sebagai sumber 

penelitian. 

b. Sumber Bahan 

                                                           
1  Friedrich, C.J. (2004). Filsafat Hukum Perspektif Historis. Bandung: Nuansa dan 

Nusamedia. h. 239. 
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Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang 

bersumber dari bahan-bahan kepustakaan hukum, baik yang 

memberikan bahan-bahan primer (dalam bentuk peraturan perundang-

undang yang berlaku) maupun bahan-bahan sekunder (berupa buku-

buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang lainnya). 

c. Teknik Pengumpulan Bahan 

Pengumpulan bahan dilakukan dengan teknik pengumpulan bahan 

kepustakaan yaitu dengan membuat catatan-catatan yang berupa 

kutipan langsung dan tidak langsung dalam bentuk tulisan.  

d. Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan 

Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif dengan 

menggunakan penafsiran gramatikal yaitu mencari makna suatu 

ketentuan hukum yang terdapat dalam bahasa sehari-hari maupun 

secara teknis yuridis, penafsiran otentik yaitu bersumber pada 

penjelasan undang-undang dan penafsiran sistematis yaitu dengan 

mengaitkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya hasil analisis disajikan secara deskriptis yang dilakukan 

dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin. 

 

3. Hasil Dan Pembahasan 

a. Teori Keadilan 

Istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak 

berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, 

tidak sewenang wenang.2   Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa 

pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan 

tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan 

agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan 

                                                           
2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2001). Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

Jakarta: Balai Pustaka. h. 517. 
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kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; 

melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan 

kewajibannya. 

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan 

manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung 

ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu 

menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan 

dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus 

memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan 

terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidak adilan. 

Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu : 

a. Keadilan Komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak 

melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya. 

b. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan 

jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas 

dengan potensi masing-masing. 

c. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai 

kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan. 

d. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu 

hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, fi lsuf 

Amerika Serikat yang dianggap salah satu fi lsuf politik terkemuka abad 

ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama 

dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem 

pemikiran”. 

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada 

tempatnya Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa 

Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita 

memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti 

tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak 
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memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap 

orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan 

kewajibannya.  

b. Keadilan Pancasila 

Keadilan pancasila merupakan idiologi bangsa indonesia dimana 

terdapat pada pada alenia kedua (2) dan ke Lima (5) yang berunyi: 

a.  Alenia kedua (2) yang berbunyi Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab 

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu mahluk berbudi 

yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta karena berpotensi 

menduduki/memiliki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya, 

manusia berkebudayaan, dengan budi nuraninya, manusia menyadari 

nilai-nilai dan norma-norma. 

Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan 

didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif, apalagi 

sewenang-wenang, serta otoriter. Beradab berasal dri kata adab memiliki 

arti budaya yang telah berabad-abad dalam kehidupan manusia. Jadi, 

beradab berarti berkebudayaan yang lama berabad-abad, bertata 

kesopanan, berkesusuilaan/bermoral, adalah kesadaran sikap dan 

perbuatan manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan 

kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia 

maupun terhadap alam dan Sang Pencipta. Selain disebutkan diatas, NKRI 

merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), 

negara yang memiliki hukum yang adil dan negara berbudaya yang 

beradab. 

Negara ingin menerapkan hukum secara adil berdasarkan 

supremasi hukum serta ingin mengusahakan pemerintahan yang bersih 

dan berwibawa, disamping mengembangkan budaya IPTEK, beradasrkan 

adab cipta, karsa dan rasa serta karya yang berguna bagi nusa dan bangsa 
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tanpa melahirkan primordial dalam budaya. Sila Kemanusiaan yang Adil 

dan Beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan 

yang Maha Esa, serta mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Sila 

kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan, 

kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada 

dasar filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat 

rohani dan raga, sifat kodrat indiviu dan makhluk sosial, kedudukan 

kodrat makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang 

Maha Esa. Dalam sila ini terkandung nilai-nilai bahwa negara harus 

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang 

beradab.  

Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam 

peraturan perundang-undangan, negara harus mewujudkan tercapainya 

tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat 

manusia sebagai hak dasar ( hak asasi ) harus dijamin dalam peraturan 

perundang-undangan negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah 

mengandung nilai suatu kesadaran sikap mpral dan tingkah laku manusia 

yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan 

dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri 

sendiri, sesama manusia maupun terhaap lingkungannya. 

Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai 

kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama. 

Dalam kehidupan kenegaraan, kita harus senantiasa dilandasi moral 

kemanusiaan, misalnya dalam kehidupan pemerintahan negara, politik, 

ekonomi, hukum, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta dalam 

kehidupan keagamaan. Oleh karena itu kehidupan bersama dalam negara 

harus dijiwai oleh moral kemanusiaan untuk saling menghargai meskipun 

terdapat perbedaan. 
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Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa 

hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus adil. 

Hal ini mengandung pengertian bahwa manusia harus adil dalam 

hubungannya baik dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, bangsa, 

negara dan terhadap lingkungannya serta terhadap hubungannya dengan 

Tuhan yang Maha Esa. Kita sebagai manusia harus menjunjung tinggi hak-

hak asasi manusia, menghargai akan kesamaan hak dan derajat tanpa 

membedakan suku, ras, keturunan, status sosial, maupun agama. Kita juga 

harus mengembangkan sikap saling mencintai, menghargai, menghormati, 

tenggang rasa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 

b. Alenia ke Lima (5) yang berbunyi Keadilan Bagi Seluruh Rakyat 

Indonesia 

Nilai yang terkandung dalam sila keadilan social bagi seluruh 

rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, 

Kemanusian yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta 

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan. Dalam sila kelima tersebut terkandung 

nilai-nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup 

bersama. Maka didalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan 

yang harus terwujud dalam kehidupan bersama ( kehidupan 

social).Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan 

kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya 

sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, 

bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya. 

Sifat hirarkis dan bentuk piramidal itu nampak dalam susunan 

Pancasila, dimana sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat 

sila lainnya, sila kedua didasari sila pertama dan mendasari serta menjiwai 

sila ketiga, keempat dan kelima, sila ketiga didasari dan dijiwai sila 

pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan 



ISSN : 2541-6502 
 

Jurnal Aktual Justice. Vol.3, No.2 Desember 2018 
 

148 

kelima, sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua dan ketiga, 

serta mendasari dan menjiwai sila kelima, sila kelima didasari dan dijiwai 

sila pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dengan demikian susunan 

Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun 

kuantitasnya.Susunan isi arti Pancasila meliputi tiga hal, yaitu: 

1. Isi arti Pancasila yang Umum Universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila 

yang merupakan intisari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak 

dalam pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum 

Indonesia serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang 

kehidupan yang konkrit. 

2. Isi arti Pancasila yang Umum Kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai 

pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib 

hukum Indonesia. 

3. Isi arti Pancasila yang bersifat Khusus dan Konkrit, yaitu isi arti 

Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan 

sehingga memiliki sifat khusus konkrit serta dinamis (Notonagoro, 1975: 

36-40) 

c. Keadilan menurut Aristoteles 

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku 

ke-5 buku Nicomachean Ethics.3 Untuk mengetahui tentang keadilan dan 

ketidak adilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang 

terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua 

titik ekstrim apakah keadilan itu terletak. 

 Keadilan Dalam Arti Umum 

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap 

dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas 

                                                           
3 Aristoteles. Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, http://bocc.ubi.pt/ 

pag/Aristoteles-nicomachaen.html.  
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keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat 

orang bertindak dan berharap ketidak adilan adalah ketidak adilan. 

Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan 

terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, 

yaitu; 

1. jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui; 

2.   kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi 

“baik”4 

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan 

jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya 

untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, 

maka sisi yang lain juga ambigu. 

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang 

yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak 

fair (unfair), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap 

hukum (law-abiding) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi 

hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh 

legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan 

hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, 

semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan 

mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.5 

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar 

sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk 

diri sendiri, tetapi juga kebahagian orang lain. Keadilan yang dimaknai 

sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, 

adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam 

                                                           
4 Amalia, E. (2009). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. h. 115-116. 
5 Aristoteles, Op. Cit, 
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hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan 

seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap 

khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan 

sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang 

tidak fair. 

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang 

amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dedengan hukum 

sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah 

suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan 

keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya 

suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan 

ketidak adilan. 

Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji buruh di 

bawah UMR, adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun 

tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidak adilan. Apabila keuntungan 

dan kemampuan membayar perusahaan tersebut memang terbatas, maka 

jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang 

pengusaha membayar buruhnya sesuai dengan UMR, yang berarti bukan 

kejahatan, bisa saja menimbulkan ketidak adilan karena keuntungan 

pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil 

untuk upah buruh. Ketidak adilan ini muncul karena keserakahan.6 

Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan 

dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, 

yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar 

hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. 

Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum 

 Keadilan Dalam Arti Khusus 

                                                           
6 Ibid., 
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Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, 

yaitu: 

1) Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang 

atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. 

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam 

suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang 

terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (intermediate). Jadi 

keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif 

(arithmetical justice). Dasar persamaan antara anggota masyarakat 

sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat 

tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk 

memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat 

sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya 

adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. 

Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah 

keistimewaan (excellent). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan 

keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah 

satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (intermediate) 

dan proporsi.7 

2) Perbaikan suatu bagian dalam transaksi 

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan 

(rectification). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara 

orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan 

tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing 

memperoleh bagian sampai titik tengah (intermediate), atau suatu 

persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (reciprocity). Jadi 

keadilan adalah persamaan, dus ketidakadilan adalah 

                                                           
7 Amalia, E. Op. Cit. h. 117. 
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ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh 

lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara 

sederajat. 

Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan 

tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan 

memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. 

Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman. 

Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar 

kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari 

ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah 

sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang 

kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata 

mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak 

lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan 

dengan mengijinkan orang yang dilukai untuk melukai balik Timbal balik 

dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga 

mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah digunakan 

uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil 

dan diperlakukan tidak adil. 

Keadilan dan ketidakadilan selalui dilakukan atas kesukarelaan. 

Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang 

melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak 

dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam 

beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil 

harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga 

dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai 

tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya. Ketika (1) 

kecideraan berlawanan deengan harapan rasional, adalah sebuah 

kesalahansasaran (misadventure), (2) ketika hal itu tidak bertentangan 
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dengan harapan rasional, tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu 

adalah sebuah kesalahan. (3) Ketika tindakan dengan pengetahuan tetapi 

tanpa pertimbangan, adalah tindakan ketidak adilan, dan (4) seseorang 

yang bertindak atas dasar pilihan, dia adalah orang yang tidak adil dan 

orang yang jahat. 

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan 

melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin 

diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu 

secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, 

tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil. 

Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian 

merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan 

hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku 

universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tisak sama di 

setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut 

dengan nilai.8 

Akibat adanya ketidak samaan ini maka ada perbedaan kelas antara 

keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran 

keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam 

waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal 

yang harus benar.  Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, 

tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam 

kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum 

memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan 

tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan 

keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut 

 

                                                           
8 Aristoteles, op.cit.  
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4. Kesimpulan 

Keadilan pancasila yang berdasarkan atas idiologi memanglah melihat dari 

segala aspek kehidupan di masyarakat. Sehingga keadilan tersebut 

merupakan segala sesuatu apa yang di cita citakan dan apa yang disebut 

dengan keadilan berkaitan dengan landasan teori menurut arestoteles 

yakni teori tersebut terkandung di dalam makna pancasila yang terdapat 

pada isi pancasila sehingga keadilan pancasila merupakan landasan 

idiologi. Dasar keadilan Pancasila terdapat pada butiran 2 dan 5 dimana 

yang berbunyi sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila 

keempat keadilan bagi seluruh rakyat indonesia. Nilai kemanusiaan yang 

adil dan beradab, bahwa kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan 

nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani 

dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Manusia perlu 

diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sebagai makhluk 

Tuhan yang sama derajatnya dan sama hak dan kewajiban asasinya. 

Berdasarkan nilai ini, secara mutlak ada pengakuan terhadap hak asasi 

manusia. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung 

makna sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat 

Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. 

Berdasar pada nilai ini, keadilan adalah nilai yang amat mendasar yang 

diharapkan oleh seluruh bangsa. Negara Indonesia yang diharapkan 

adalah negara Indonesia yang berkeadilan. Keadilan diuraikan secara 

mendasar oleh Aristoteles yakni untuk mengetahui tentang keadilan dan 

ketidak adilan harus dibahas tiga hal utama yaitu tindakan apa yang terkait 

dengan istilah tersebut, apa arti keadilan, dan diantara dua titik ekstrim 

apakah keadilan itu terletak. 
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